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ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian
Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di
Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 1 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU
No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No.
38 Tahun 2016, Perpres No. 68 Tahun 2018, dan PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021.

- Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan
Bawaslu Nomor 2 Tahun 2025 ini yaitu lingkup, informasi, kewajiban, dan pelaporan
kerugian negara serta mekanisme penyelesaian kerugian negara termasuk sanksi

dan penatausahaannya.

CATATAN

Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 5 September 2025.
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 26

September 2025.



